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ABSTRAK

Pornografi dan pornoaksi yang semakin marak di Indonesia yang mayoritas
muslim ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sebagian masyarakat yang
berada di garis keras menanggapi masalah pornografi menggunakan cara-caranya
sendiri yaitu dengan menghakimi atau dengan berdemo, sementara masyarakat lain
menanggapi pornografi ini dengan lebih permisif dan bahkan membiarkan saja
pornografi merebak dengan alasan belum ada batasan yang jelas dari segi hukum
mengenai pornografi. Definisi, batasan, kriteria dan hukum yang kurang jelas
menjadikan kondisi semacam ini akan terus berkembang. Padahal, dampak pornografi
dan pornoaksi sangat berbahaya bagi moral manusia dan menjerumuskan manusia
kedalam dosa besar yang dilaknat Allah yaitu zina. Disamping itu, bahaya pornografi
juga melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya misalnya pembunuhan, aborsi,
pelecehan seksual dan lain-lain.

Undang-Undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi di Indonesia
sebenarnya sudah ada, akan tetapi masih tersandung dengan definisi pornografi yang
terus berkembang tersebut. Peraturan perundangan tersebut membahas mengenai
kesusilaan yang sudah tidak relevan lagi dengan definisi yang berkembang saat ini.
Syari’at Islam sebenarnya telah mengatur masalah pornografi dan pornoaksi secara
eksplisit yang disimpulkan dari larangan mengumbar aurat, namun larangan tersebut
tidak dihiraukan oleh umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, masalah pornografi dan
pornoaksi ini perlu disikapi dengan lebih serius dengan cara antara lain memberi
kejelasan dan kepastian dalam masalah definisi, kriteria maupun akibat hukumnya
yang sudah dijelaskan dalam Hukum Pidana Islam.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu kriteria pornografi
dalam persfektif Hukum Pidana Islam dan akibat hukum pornografi dalam persfektif
Hukum Pidana Islam. Sedangkan metode pendekatarnya adalah merggunakan
pendekatan yuridis normatif.

Dari hasil uraian dapat disimpulkan bahwa kriteria pornografi menurut hukum
Islam adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur menggambarkan,
menceritakan, membuka, memamerkan dan memperlihatkan aurat, yang diwujudkan
dalam berbagai media baik cetak maupun visual, yang mengumbar aurat, artinya
aurat menjadi titik pusat perhatian sehingga membangkitkan nafsu birahi dan dapat
melecehkan kehormatan, serta dapat mendekatkan kepada perbuatan zina. Sedangkan
akibat hukum pomografi menurut Islam adalah dengan menjatuhkan sanksi atau
hukuman, yang penetapan sanksinya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) dengan
tetap bersumber pada Syari’at Islam yaitu melalui lerabaga ta’zir dengan berpedoman
pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi dan pornoaksi sudah membanjiri ruang-ruang publik di
negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini. Hal ini mengakibatkan
kegelisahan masyarakat, khususnya muslim yang merasakan adanya pengaruh
pornografi yang makin menggerogoti sendi-sendi akhlak umat.'

Pomografi dan pornoaksi yang terjadi di Indonesia masih menjadi
perdebatan sampai saat ini. Bahkan, sebagian masyarakat yang berada di garis
keras dalam menanggapi masalah ini tidak lagi sekedar menggunakan jalur
pardebatan, jalur hukum maupun mengupayakannya ke tingkat badan
eksekutif dan legislatif melainkan menghakiminya sendiri dengan cara-cara
mereka yang sebagian masyarakat lainnya maupun hukum di Indonesia sendiri
dapat menjerat perbuatan-perbuatan tersebut dengan hukum yang telah ada.
Definisi, batasan, kriteria dan hukum yang kurang jelas menjadikan kondisi
semacam ini akan terus berlangsung.

Pomografi jika dilihat dari segi definisi menurut bahasa maupun
istilahnya yang diambil dari asal kata dari pornografi itu sendiri mugkin akan
mendapatkan definisi yang jelas. Sementara itu, pemahaman atau evolusi
pomogfaﬁ dan pornoaksi yang ada sekarang ini tidak lagi sesuai dengan

definisi yang telah ada melainkan sudah menyebar hampir ke seluruh aspek

' Hery D. Kumiawan, “Stop Tavangan Pusar’, hup://www.sabili.co.id/
inkital 3thX1105b.him, akses 19 Januari 2006.



kehidupan. Jika kita lihat kondisi yang seperti sexarang ini, sebagian besar
penyebaran pornografi dan pornoaksi tidak lepas dari adanya pers. Dan yang
lebih vulgar peredarannya dan hampir bisa didapatkan oleh semua kalangan
yaitu melalui cakram padat digital atau Compac: Disc. Tidak cukup sampai
disitu, dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat cepat, peredaran
pornografi dan pornoaksi telah masuk pada alat komunikasi telepon genggam
yang juga hampir semua anak remaja bahkan anak-anak telah memilikinya.
Selain itu, internet merupakan media yang telah lama menjadi “peredaran
bebas” produk-produk pornografi dan pornoaksi yang jangkauannya tanpa
batas negara lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membahas Rancangan
Undang-Undang Antipornografi dan Antipornoaksi yang diajukan pemerintah,
dalam hal ini Departemen Agama. Di samping itu ada pasal tentang ketentuan
umum pornografi dan pornoaksi, peran serta masyarakat dalam mencegah
pornografi dan pornoaksi, peran pemerintah, perizinan, dan penjelasan atas
RUU tersebut.? Selain rancangan yang telah dibahas tersebut, DPR juga
mengajak masyarakat untuk ikut memberikan masukan dengan diskusi antara
tokoh masyarakat, ulama, pihak-pihak yang dianggap dengan unsur-unsur
pornografi dan pornoaksi yaitu kalangan seniman dan siapa saja yang merasa
perlu‘ atau tidak adanya undang-undang tesebut. Hal ini disebabkan oleh
adanya perbedaan pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang vang telah

diajukan tersebut. Salah satu kelemahan RUU tersebut adalah kaburnya

2 Jamal D. Rahman, Yang Konfradiktif dan Yang Rancu, Pikiran Rakyat, (Sabtu, 14
Januari 2006), rubrik utama.



definisi_ pornografi, pornoaksi, dan erotika yang dimaksud oleh RUU itu
sendiri. Pasal 1 ayat 1, umpamanya, menyebutkan : "Pornografi adalah
substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan
gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika."
Pasal 1 ayat 2 : "Pornoaksi adalah perbuatan mengekploitasi seksual,
kecabulan, dan/atau erotika di muka umum. "

Undang-undang yang mengatur pornografi dan pornoaksi di Indonesia
sebenarnya sudah ada, akan tetapi masih tersandung dengan definisi
pornografi yang terus berkembang tersebut. Undang-undang tersebut terdapat
dalam KUHP pasal 281, 282, 283, 532, 534 dan 535. dalam pasal-pasal
tersebut membahas mengenai kesusilaan yang mungkin sudah tidak relefan
lagi dengan definisi pornografi yang berkembang sekarang ini. Selain dalam
KUHP, undang-undang pers yang meliputi undang-undang penyiaran,
penyensoran dan perfilman. Dengan adanya semua undang-undang tersebut,
pihak berwajib bisa dikatakan kuréng bisa berbuat banyak dengan adanya
masalah sekarang ini, belum lagi oknum petugas yang menjadi “pelindung”.

Di dalam Syari’at Islam sendiri sebenarnya juga sudah ada hukum
untuk pelaku pornografi dan pornoakasi, namun lagi-lagi definisi menjadikan
hukum tersebut hampir tidak dihiraukan oleh umat Islam sendiri. Hal ini, juga
tidak bisa disalahkan seluruhnya pada mereka mengingat Islam yang ada di
Indonesia ini beraneka ragam pendalamannya. Pekerjaan rumah yarg besar

menanti bagi para ulama maupun siapa saja dengan caranya masing-masing

3 Ibid.



yang konsen dalam kepedulian umat Islam untuk memberikan pemahaman
mengenai ajaran Islam khususnya mengenai pornografi dan pornoaksi ini.
Ayat-ayat Al-Qur’an mengenai kesusilaan ini diantaranya terdapat dalam surat
Al-Ahzab (33) : 33, 55 dan 59, An-Nur (24) : 33 dan 60, Al-A’raf (7) : 26.
Ayat-ayat tersebut mengatur menganai aurat, cara berpakaian dan hal lain
yang berkaitan dengan kesusilaan.

Akibat hukum dari pornografi dan pornoaksi dirasa tidak sesuai
dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya pornografi itu sendiri. Dalam
KUHP, pelaku pornografi dan pornoaksi yang dianggap aparat masuk dalam
pasal-pasal tersebut diatas mungkin hampir tidak ada, melainkan akan dijerat
dengan pasal mengenai mengganggu ketertiban umum yang mendapatkan
hukuman tindak pidana ringan. Sedang dalam Syari’at Islam, pelaku
pornografi dan pornoaksi dikenakan hukuman ta’zir yang kadarnya ditentukan
oleh hakim yang berkuasa, hal ini memungkinkan untuk memberikan
pelajaran yang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini disebabkan, dalam
Syari’at Islam tidak dicantumkan hukuman apa bagi semua pelaku pornografi.
Akan tetapi untuk perbuatan zina akan mendapat hukuman hudud yang jelas

kadar dan batasnya.

. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji
dalam tulisan ini antara lain yaitu :
1. Apa kriteria pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

2. Apa akibat hukum pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari kajian ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan definisi dan kriteria-kriteria pornografi dalam
perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum pornografi dalam
perspektif Hukum Pidana Islam.
Kegunaan dari kajian ini adalah :
I. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam menyempurnakan kaedah-
kaedah hukum positif yang ada maupun yang akan dibentuk.
2. Untuk memperluas perbendaharaan studi Hukum Islam yang berkaitan

dengan pornografi.

D. Telaah Pustaka

Masalah pornografi selalu menjadi bahan kajian yang menar:k untuk
dibahas. Walaupun dapat dikatakan bahwa pomograﬁ., merupakan
permasalahan klasik yang tidak pernah menemui jalan keluar yang dapat
diterima oleh semua pihak. Namun demikian, pemerintah terus menampung
aspirasi dari semua pihak untuk mnyempurnakan undang-undang yang sudah
ada walaupun langkah-langkahnya yang sangat lambat. Hal ini dapat
dibuktikan dengan melihat rancangan undang-undang anti pornografi dan
pornoaksi yang sampai sekarang belum disahkan.

Jika pemerintah benar-benar ingin memberantas pornografi dan

pornoaksi, dengan menggunakan hukum yang ada sekarang ini, sesungguhnya



sudah dapat menjerat pelakunya. Hal ini dapat dilihat pada tindakan aparat
penegak hukum akhir-akhir ini terhadap penerbit-penerbit yang menyuguhkan
informasi yang berbau pornografi. Penegakan hukum dan pembahasan
rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang kurang
maksimal dikarenakan salah satu faktor, yaitu kurang jelasnya arti, definisi
dan kriteria-kriteria pornografi dan pornoaksi.

Kris Budiman dalam tulisannya di majalah Basis yang berjudul
“Pornografi Sebagai Teks” memaparkan bahwa masalah pornografi
merupakan masalah kontekstual, dimana pornografi sangat berganturg pada
kapan, dimana, dengan cara apa dan oleh siapa ia dinilai. Selain itu, pornografi
juga memanfaatkan tubuh perempuan dijadikan sebagai obyek dominan
daripada sebagai subyck yang berbicara.

Ahmad Kahar Muzakki dalam skripsinya yang berjudul “Kejahatan
Kesusilaan dalam Pasal 282, 283 KUHP dan dalam Hukum Islam (Sebuah
Kajian Perbandingan)” menjelaskan tentang persamaan dan - perbedaan
kejahatan kesusilaan menurut pandangan hukum positif, dalam hal ini pasal
282 dan 283, dan Hukum Islam. Skripsi ini menganalisa masalah kejahatan
kesusilaan melalui pendekatan yuridis dan normative tetapi tidak menjelaskan
perbuatan susila apa yang dapat dikenai pasal-pasal tersebut serta batasan-

batasan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar kejahatan kesusilaan.’

* Kris Budiman. Pornografi Sebagai Teks. Basis, (Desember 1992), him. 473-477.

* Ahmad Kahar Muzakki. Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 282, 283 KUHP dan dalam
Hukum Islam (studi perbandingan). Skripsi S1 UIN Sunan Kaljjaga : Yogyakarta.



Okta Fitriansyah dalam skripsinya yang berjudul “Pornografi (Studi
Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)” menjelaskan mengenai
pornografi menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Isiam. Selain itu,
dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan
pornografi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.5

Penelitian-penelitian yang telah ada membahas mengenai kejahatan
kesusilaan menurut Hukum Positif dibandingkan dengan Hukum Islam.
Penelitian ini menampilkan bagaimana suatu kejahatan kesusilaan dipandang
dari Hukum Positif dan hukuman bagi pelakunya, dipandang dari Syari’at
Islam dan kemudian membandingkan antara keduanya sehingga didapat suatu
kesimpulan mengenai bagaimana kejahatan kesusilaan yang ada sekarang ini
dan masukan dari Syari’at Islam yang telah dibandingkan. Kejahatan-
kejahatan keﬁusilaan yang sekarang ini telah berevolusi melebihi dari definisi
pornografi sendiri hampir tidak tersentuh dengan kajian-kajian tersebut.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan mengenai
pornografi dilihat dari segi arti, definisi dan kriteria-kriteria pornografi serta
akibat hukumnya menurut perspektif.Hukum Pidana Islam. Bagaimana Islam
memandang masalah pornografi ini serta hukuman-hukuman apa saja yang
dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana pornografi akan dianalisa dalam
penelitian ini. Bahasan mengenai masalah ini akan berbeda jika dilihat dari
penelitian-penelitian sebalumnya. Dengan konsentrasi khusus masalah

pornografi jika dilihat dari Hukum Pidana Islam baik definisi maupun akibat

¢ Okta Fitriansyah. Pornografi (Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum
I/slam). Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.



hukumnya diharapkan menjadi masukan untuk pembendaharaan pustaka Islam

mengenai bahasan masalah mu.

. Kerangka Teoritik

Pornografi merupakan kata benda atau noun dan mempunyai arti yang
sama dengan pornography, porno, porn, erotica dan smut dalam bahasa
inggris, vaitu creative activity (writing or pictures or films etc.) of no literary
or artistic value other than lo stimulate sexual desire]] Aktifitas kreatif
(Tulisan atau gambar atau film dan lain-lain) yang tidak mempunyai nilai
kesustraan maupun artistik melainkan hanya bertujuan untuk merangsang
keinginan seksual. Dan masih banyak definisi pornografi, jika dilihat dari asal
katanya.

Pomografi adalah masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dari
dahulu hingga sekarang. Pengaturan delik pornografi dalam KUHP udak
menyebut kata-kata pornografi, cabul, tidak senonoh, dan lain-lain, tetapi
hanya menyebutknya sebagai perbuatan melanggar kesustlaan.

Sedangkan didalam Hukum Islam kata-kata pornografi disinonimkan
dengan istilah tabarruj (menampakkan kecantikan dan perhiasan). Hukum
Islam merupakan doktrin yang mempunyai kaitan dengan perbuatan-perbuatan
orang-orang mukallaf baik dalam bentuk perintah atau diperintah memilih atau

ketetapan. Bentuk-bentuk perintah ini bias dalam bentuk nas-nas atau (Al-

7 www.wordreference.com/definition/porn; www.answers.com/topic/pornography: akses
19 Januari 2006.



Qur’an atau al-Hadis) atau dalam bentuk dalil-dahl syar’i lain seperti giyas,
iima’.

Pornografi dan pornoaksi dalam Syari‘at Islam termasuk dalam
jarimah hudud dan ta’zir. Perbuatan zina termasuk dalam jarimah hudud
karena telah diketahui kadar dan batas hukumannya dalam Al-Qur’an.
Sedalzgkan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk
dalarr‘ll pelanggaran pornografi dan pornoaksi termasuk dalam jarimah ta’zir,
yaitu kadar dan batasnya belum diketahui karena belum ditentukan dalam Al-
Qur’an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang herkuasa dengan kadar
yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Selain hukuman hudud dan ta’zir, ada lagi hukuman qishas yang kadar
dan batasnya telah ditentukan oleh Al-Qur’an. Dalam Syari’at Islam,
penetapan hukuman pelaku tindak pidana dikelompokkan menjadi dua,
pertama yaitu ditetapkan berdasarkan nash dan yang kedua menyerahkan
penetapannya pada penguasa. Dalam cara yang pertama, Islam tidak
memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang
menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an
dan As-Sunnah. Hukuman untuk pelaku tindak pidana ini berlaku sepanjang
masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Hukuman inilah
yang membedakan Hukum Pidana Islam dengan Hukum yang berlaku
sekarang ini termasuk di Indonesia.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tindak pidana

zina, qadzaf, pencurian, perampokan, minum-minuman keras, riddah,



pemberontakan, pembunuhan dan penganiayaan. Kedelapan macam tindakan
pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan
kepentingan individu dan masyarakat, sehingga hukumannya langsung
ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dari kedelapan tindak pidana
tersebut, yang tujuh merupakan jarimah-jarimah hudud yang hukumannya
adalah hak Allah dan hak masyarakat, sedangkan tindak pidana pembunuhan
dan penganiayaan merupakan jarimah gishas yang hukumannya mernpakan
hak individu. Perbedaan antara hak Allah dan hak individu yaitu terletak pada
pengampunan. Dalam jarimah hudud yang merupakan hak Allah dan hak
masyarakat, tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan
dalam jarimah qishas yang merupakan hak individu ada pengaruh
pengampunan yang dapat diberikan oleh korban atau keluarganya.

Yang kedua, Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk
menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur’an dan
As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya
diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap
perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat
merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana
yang seperti ini disebut dengan jarimah ta’zir dan hukumannya disebut juga

dengan hukuman ta’zir.

PP . . . .

Jarimah berasal dari kata p = yang sinonimnya &bﬁj S artinya

berusaha dan bekerja. Usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau

usaha yang dibenci oleh manusia. Dari sini dapat ditarik suatu definisi bahwa
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jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran,
keadilan dan jalan yang lurus (agama).® Menurut istilah, jarimah adalah
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam hukuman had
atau ta’zir.”

Suatu perbuatan akan dianggap sebagai tindak pidana jika unsur-
unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur jarimah ini terdapat dua macam, yaitu
unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah,
sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan
berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir
Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam,
pertama adalah unsur formal (5t S04 yaitu adanya nash atau ketentuan
yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman. Kedua
yaitu unsur material (sl 55, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk
jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Yang ketiga
adalah unsur moral (=¥ G55 yaitu bahwa pelaku adalah orang yang
mukhallaf, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana
yang dilakukannya.'

Tujuan dari penerapan hukuman dalam Syari’at Islam pertama adalah,

pencegahan (L3315 £2.4Y) yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia

8 Muhammad Abu Zahrsh, A/ Jarimah wa al *Ugubah i Al Figh Al Islami, Maktabah Al
Angelo Al Misriyah, Kairo, blm. 22

9 Al Mawardi, A/ Abkan: As Suftaniyah, Maktabah Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir,
1973, cet.lll hal.219. Lihat juga Abi Ya'la Muhammad ibn Al Husain, A/ Ahkam A/
Sultaniyah, Maktabah Ahmad ibn Sa’ad, Surabaya, 1974, cetlll, him. 257.

10 Abdul Qadit Audah, A7 Tasyri’ Al Jina’i Al Islami, Juz 1. Dar Al Kitab Al "Araby,
Beirut, hlm. 76.



tidak mengulangi perbuatan pidananya, atau agar ia tidak terus menerus
melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga
mengandung arti mencegah orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan
jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada
pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan
yang sama.

Tujuan yang kedua yaitu perbaikan dan pendidikan (Gaieils Z3a¥))
yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari
kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam
diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan takut karena
hukuman melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah
serta dengan harapan mendapat rida dari Allah swt. Disamping kebaikan
pribadi pelaku, Syari’at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan
membentk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati
dan mencintai antara sesamanya dengan mengetahui batas-batas hak dan
kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak
disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan
masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih
sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu
cara menygtakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan

pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya



mennenangkan hati korban.!' Dengan tujuan ini, masyavakat diharapkan dapat

menjalani kehidupan sosialnya dengan tenang tanpa adanya kebencian antara

sesamanya sehingga menciptakan suasana kehidupan yang tenang, tentram

dan saling mengasihi antara sesama masyarakat.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research), yaitu
penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datamya.12
Penelitian ini menjadikan bahan pustaka yang berhubungan dengan
kriteria pornografi dan akibat hukumnya sebagai sumber utama.
Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskuptif. Penelitian ini akan
berusaha memaparkan mengenai pormografi secara umum dan kemudian
mendeskripsikan kriteria-kriteria dan akibat hukuwanya dalam perspekaf
Hukum Pidana Islam.
Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya,
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri butu-buku
atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian seputar pornografi

dan akibat hukumnya.

257

Y A Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 1V, hlm. 255-

12 Sutrisno Hadi, Metodologi Research. (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 36
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4. Analisis Data

Data yang ada akan dianalisis dengan menggunakan instrumen
analisis induktif. Induksi merupakan langkah analisis data dengan cara
menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan
yang bersifat khusus."” Dalam konteks ini akan dianalisis pornografi
dilihat dari asal kata, definisi- dan akibat hukumnya secara umum dan
dipandang dari hukum positif, kemudian menganalisanya dengan
pepdekatan normatif menjadi suatu kesimpulan yang lebih rinci mengenai
kriteria dan akibat hukum pornografi menurut Hukum Pidana Islam.

Pendekatan

W

Dalam pembahasan masalah pornografi dan akibat hukumnya
menurut perspektif Hukum Pidana Islam, studi ini menggunakan
pendekatan-pendekatan  yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis
dimaksudkan bahwa persoalan pornografi dan akibat hukumnya akan
ditinjau dari perspektif hukum positif. Sedangkan pendekatan normatif
dimaksudkan bahwa persoalan pornografi dan akibat hukumnya akan

ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab yang disusun

secara sistematis, masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

13 Ibid. hlm. 42



Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat uraian-uraian tentang
rencana penulisan. Isinya meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang Hukum Pidana Islam secara umum.
Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa itu jarimah, unsur-unsur dan akibat
hukum perbuatan jarimah menurut Hukum Pidana Islam serta mengenai
jarimah kesusilaan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang definisi dari pornografi secara umum.
Yaitu, pengertian pornografi serta akibat hukumnya secara umum. Dan juga
meliputi penyebaran dan perkembangan pornografi.

Bab keempat, membahas dan menganalisa kriteria dan akibat hukum
pornografi menurut Hukum Pidana Islam. Yaitu, kriteria pornografi menurut
Hukum Pidana Islam dan akibat hukum pornografi menurut Hukum Pidana
Islam.

Bab kelima berisi penutup, yaitu berupa kesimpulan mengenai kriteria
dan akibat hukum pornografi menurut Hukum Pidana Islam dan saran-saran

dari kajian ini.






BABYV
ENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Kriteria pornografi menurut Hukum Islam dapat a‘simpulkan dari berbagai
sumber Hukum Islam, yakni : Al-Qur’an, Hadist, dan pendapat para
fuqaha, maupun Usul Figh, yang kesemuanya secara jelas melarang atau
menghukumi haram perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

a. Islam mengharamkan melihat, memperlibatkan aurat dan mengatur
tata cara berbusana. Melihat dan memperlihatkan aurat dalain hal
ini baik melalui media cetak maupun media visual.

b. Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan, dengan cara
menutup aurat.

c. Islam Mengharamkan Tabarruj (memperlihatkan kecantikan).

d. Islam Mengharamkan Qurbuzzina (mendekati perbuatan zina).
Dengan demikian, kriteria pornografi menurut Hukum Islam adalah segala
bentuk perbuatan yang mengandung unsur renggambarkan, menceritakan,
membuka, memamerkan dan memperlihatkan aurat, yang diwujudkan
dalam berbagai media baik cetak maupun visual, yang mengumbar aurat,
artinya aurat menjadi titik pusat perhatian sehingga membangkitkan nafsu
birahi dan dapat melecehkan kehormatan, serta dapat mendekatkan kepada

perbuatan zina.

88
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Akibat hukum pornografi menurut Hukum Islam adalah dengan
menjatuhkan sanksi atau hukuman. Namun karena Hukum Islam belum
mengatur sanksi terhadap tindak pidana pornografi dan tindak pidana
pornoaksi secara eksplisit, maka penetapan sanksinya diserahkan kepada
penguasa (ulil amri) dengan tetap bersumber pada Syari’at Islem (Al-
Qur'an dan Sunnah Rasulullah), yaitu melalui lembaga ta’zir dengan
berpedoman pada beberapa asas yaitu : Asas keadilan, asas manfaat, asas
keseimbangan, asas kepastian hukum, asas dilarang memindahkan
kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah, asas legalitas, asas
tidak berlaku surut, asas pemberian maaf, asas musyawarah serta asas-asas
lain yang mungkin ditemukan dalam proses pemikiran dan penelitian

berikutnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan

sebagai berikut :

1.

Hendaknya umat Islam pada umumnya dan muslimah pada khususnya
benar-benar mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam
mengenai perbuatan-perbuatan vang menjurus kearah pornografi dan
pornoaksi, dengan cara antara lain menutup aurat dan menjaga
kehormatan.

Meningkatkan mutu serta kualitas pengetahuan agama para penguasa (ulil

amri) yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana
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yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi agar sanksi yang
dijatuhkan benar-benar telah sesuai serta memenuhi ketentuan

sebagaimana yang telah digariskan dalam Hukum Islam.
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